
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BSAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa dengan ber lakunya Peraturan Menter i Da lam Negeri 
Nomor 65 T a h u n 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang Pemil ihan 
Kepala Desa, m a k a pe r lu menetapkan Peraturan Daerah 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 
2016 Tentang Pemil ihan Kepala Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daercih-Daerah Kabupaten d i L ingkungan 
Provinsi Jawa T i m u r (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 9) sebagaimana te lah d i u b a h 
dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 1965 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
2730) ; 

3. Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1981 tentang H u k u m Acara 
Pidana (Lembaran Negara T a h u n 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah 
beberapakali d i u b a h t e rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 
9 T a h i m 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahvin 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana te lah d i u b a h dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5717); 

7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 4 T a h u n 1997 
Tentang Penyidik Pegawai Negeri S ip i l D i L ingkungan 
Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepala Desa (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2092) sebagaimana te lah 
d i u b a h dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 65 
T a h u n 2017 (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 
Nomor 1221); 

9. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 T a h u n 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 4) 
sebagaimana te lah d i u b a h dengan Peraturan Menter i Da lam 
Negeri Nomor 66 T a h u n 2017 (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2017 Nomor 1222); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tmgkat I I Pacitan 
Nomor 7 T a h u n 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri S ip i l 
(PPNS) d i L ingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten T ingkat I I Pacitan T a h u n 1988 
Nomor 8/B); 

1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 T a h u n 2016 
Tentang Pemil ihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2016 Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama, 
DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEBfUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG 
PEBULIHAN K E P A L A DESA . 

Pasa l I 

Beberapa ke tentuan dalaim Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 tentang 
Pemil ihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2016 Nomor 
9) d i u b a h sebagai be r ikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 20 d i t ambah 5 angka b a r u y a i t u 2 1 sampai 
dengan 25, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbuny i sebagai ber ikut : 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. B u p a t i adalah B u p a t i Pacitan. 
4. Desa adalah Desa d i l i ngkup Pemerintah Daerah. 
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunya i 

wewenang, tugas dan kewajiban u n t u k menyelenggarakan r u m a h 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas da r i Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

6. Pemi l ihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakya t d i desa 
da lam rangka memi l i h Kepala Desa yang bersifat langsung, u m u m , 
bebas, rahasia, j u j u r dan ad i l . 

7. Baka l Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
memenuh i syarat berdasarkan penjar ingan dan penyaringan oleh 
Panit ia Pemil ihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa. 

8. Calon Kepala Desa adalah baka l calon Kepala Desa yang te lah 
d i te tapkan oleh pan i t ia pemi l ihan sebagai calon yang berhak d ip i l i h 
menjadi Kepala Desa. 

9. Calon Kepala Desa Terp i l ih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh 
suara terbanyak da lam pemi l ihan Kepala Desa. 

10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang d iangkat oleh 
Pejabat yang berwenang u n t u k melaksanakem hak , wewenang d a n 
kewajiban Kepala Desa da lam k u r u n w a k t u t e r t en tu . 

1 1 . Panit ia pemi l ihan Kepala Desa t ingka t kabupaten yang selanjutnya 
disebut Panit ia Pemil ihan Kabupaten adalah pan i t i a yang d iben tuk 
Bupa t i pada t ingka t Kabupaten da lam m e n d u k u n g pelaksanaan 
pemi l ihan Kepala Desa. 

12. Panit ia pemi l ihan Kepala Desa t ingka t desa yang selanjutnya d isebut 
Panit ia Pemil ihan adalah Panit ia yang d iben tuk oleh BPD u n t u k 
menyelenggarakan proses Pemil ihan Kepala Desa. 

13. Pemil ih adalah p enduduk desa yang bersangkutan dan te lah memenuh i 
persyaratan i m t u k menggunakan h a k p i l i h da lam pemi l ihan Kepala 
Desa. 

14. Daftar Pemil ih Sementara yang selanjutnya d isebut DPS adalah daftar 
pemi l ih yang d i susun berdasarkan data Daftar Pemil ih Tetap Pemil ihan 
U m u m terakh i r yang te lah d iperbaharu i dan dicek kembal i atas 
kebenarannya serta d i tambah dengan pemi l ih ba ru ; . 

15. Daftar Pemil ih Tambahan adalah daftar pemi l ih yang d i susun 
berdasarkan u s u l a n da r i pemi l ih karena yang bersangkutan be lum 
terdaftar da lam Daftar Pemil ih Sementara. 

16. Daftar Pemil ih Tetap yang se lanjutnya disebut DPT adalah daftar 
pemi l ih yang te lah d i te tapkan oleh Panit ia Pemil ihan sebagai dasar 
penentuan ident i tas pemi l ih d a n j u m l a h pemi l ih da lam pemi l ihan 
Kepala Desa. 

17. Kampanye adalah s u a t u kegiatan yang d i l akukan oleh Calon Kepala 
Desa u n t u k meyak inkan para pemi l ih da lam rangka mendapatkan 
d u k u n g a n . 

18. Tempat Pemungutan Suara, se lanjutnya d is ingkat TPS, ada lah tempat 
d i laksanakannya pemungutan suara. 

19. Badan Permusyawaratan Desa a t au BPD adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemer intahan yang anggotanya merupakan w a k i l 
da r i p enduduk Desa berdasarkan keterwaki lan wi layah dan d i t e tapkan 
secara demokrat is . 



20. Camat adalah pemimp in dan koord inator penyelenggaraan 
pemer intahan d i wi layah ke i ja kecamatan yang da lam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pe l impahan kewenangan pemer intahan da r i 
B u p a t i u n t u k menangani sebagian u r u s a n otonomi daerah, d a n 
menyelenggarakan tugas u m u m pemer intahan. 

2 1 . Putusan Pengadilan adalsih pemyataan h a k i m yang d iucapkan da lam 
sidang pengadilan te rbuka , yang dapat berupa pemidanaan a t au bebas 
a tau lepas dar i segala t u n t u t a n h u k u m . 

22 . Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya a t au keadaannya 
berdasarkan b u k t i pe rmulaan p a t u t d iduga sebagai pe laku t i ndak 
p idana 

23 . Terdakwa adalah seorang tersangka yang d i t u n t u t , d iper iksa d a n d iad i l i 
d i pengadilan. 

24 . Terpideina adalah seorang yang d ip idana berdasarkan p u t u s a n 
pengadi lan yang te lah memperoleh kekua tan h u k u m tetap. 

25. Har i adalah h a r i kerja. 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) d iubah , sehingga Pasal 6 
selengkapnya berbuny i sebagai be r ikut : 

Pasal 6 

(1) Bupa t i membentuk Panit ia Pemil ihan Daerah yang d i te tapkan dengan 
keputusan Bupa t i . 

(2) Panit ia Pemil ihan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
mempunya i tugas me l i pu t i : 
a. merencanakan, mengkoordinas ikan dan menyelenggarakan 

semua tahapan pelaksanaan pemi l ihan t ingkat kabupaten ; 
b . me lakukan b imb ingan teknis pelaksanaan pemi l ihan kepala 

desa terhadap pan i t i a pemi l ihan kepala desa t ingkat desa; 
c. memfasi l i tasi penyelesaian permasalahan pemi l ihan kepala desa 

t ingka t daerah; 
d . me lakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemi l ihan;dan 
e. melaksanakan tugas dan wewenang Icdn yang d i te tapkan dengan 

Keputusan Bupa t i . 
(3) Panit ia Pemil ihan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i 

atas Perangkat Daerah yang membidan^ Pemerintahan Desa, Camat, 
serta Perangkat Daerah te rka i t la innya. 

(4) Ketentuan leb ih l an ju t mengenai Panit ia Pemil ihan Daerah d i a tu r 
dengan Peraturan B u p a t i . 

Ketentuan Pasal 24 d i t ambah 2 (dua) ayat b a r u y a i t u ayat (3) dan ayat (4), 
sehingga Pasal 24 selengkapnya berbunjd sebagai be r ikut : 

Pasal 2 4 

(1) Da lam h a l baka l calon Kepala Desa yang memenuh i persyaratan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 22 ber jumlah pal ing sedikit 2 
(dua) orang dan pa l ing banyak 5 (lima) orang, Panit ia pemi l ihan kepala 
desa menetapkan baka l calon kepala desa menjadi calon kepala desa. 

(2) Calon kepala desa yang d i te tapkan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i u m u m k a n kepada masyarakat . 

(3) Calon kepala desa yang te lah d i te tapkan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i larang m e n g u n d u r k a n d i r i . 



(4) Da lam h a l calon m e n g u n d u r k a n d i r i a t au meninggal d u n i a yang 
mengakibatkan j u m l a h calon menjadi 1 (satu) orang, maka tahapan 
d i l an ju tkan . 

4. Ketentuan Pasal 43 d iubah , sehingga be rbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 4 3 

(1) CEilon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak da r i j u m l a h suara 
sah d i te tapkan sebagai calon Kepala Desa te rp i l ih . 

(2) Da lam h a l calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak leb ih 
d a r i 1 (satu) orang, ca lon t e rp i l ih d i te tapkan berdasarkan wi layah 
perolehan suara sah yang leb ih luas. 

(3) Da lam h a l penetapan pemenang berdasarkan wi layah perolehan suara 
sah yang leb ih luas sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t i dak dapat 
d i laksanakan, m a k a penetapan pemenang d i l akukan dengan cara 
sebagai be r ikut : 
a. x m t u k desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon te rp i l ih d i te tapkan 

berdasarkan wi layah tempat t inggal dengan j u m l a h pemi l ih terbesar. 
b . u n t u k desa dengan TPS leb ih da r i 1 (satu), calon te rp i l ih d i te tapkan 

berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan j u m l a h pemi l ih 
terbanyak; dan 

(4) Calon kepala desa t e rp i l ih d i larang mengundurkan d i r i . 

5. D ian tara Pasal 49 d a n Pasal 50 d is i s ipkan 2 Pasal b a r u y a i t u Pasal 49.A d a n 
Pasal 49.B yang selengkapnya be rb imy i sebagai ber ikut : 

Pasal 49.A 

(1) Calon Kepala Desa terp i l ih yang meninggal d u n i a d a n berhalangan tetap 
sebelum pe lant ikan, calon terp i l ih d inyatakan gugur dan Bupa t i 
mengangkat Pegawai Negeri Sipi l da r i Pemerintah Daerah sebagai 
Penjabat Kepala Desa. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
melaksanakan tugas d a n wewenang Kepala Desa sampai dengan 
d i l an t iknya Kepala Desa bas i l pemi l ihan langsung secara serentak sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 49 .B 

(1) Calon Kepala Desa te rp i l ih yang d i te tapkan sebagai tersangka da lam 
t i ndak p idana yang d iancam dengan p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) 
t a h u n sebelum pe lant ikan , calon te rp i l ih tetap d i l an t i k sebagai Kepala 
Desa. 

(2) Calon Kepala Desa te rp i l ih yang d i te tapkan sebagai tersangka da lam 
t i ndak p idana korups i , terorisme, makar dan/a tau t indak p idana terhadap 
keamanan negara sebelum pe lant ikan, tetap d i l an t i k menjadi Kepala Desa 
d a n pada kesempatan per tama Bupa t i memberhent ikan sementara yang 
bersangkutan dar i j aba tannya sebagai Kepala Desa. 

(3) Calon Kepala Desa te rp i l ih yang d i te tapkan sebagai terdakwa da lam 
t indak p idana yang d iancam dengan p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) 
t a h u n berdasarkan register perkara d i pengadi lan sebelum pe lant ikan, 
tetap d i l an t i k menjadi Kepala Desa d a n pada kesempatan pertama Bupa t i 
memberhent ikan sementara yang bersangkutan dar i j aba tannya sebagai 
Kepala Desa. 



(4) Calon kepala desa te rp i l ih yang d i te tapkan sebagai terp idana da lam t indak 
p idana yang d iancam dengan p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) t a h u n 
berdasarkan p u t u s a n pengadi lan yang te lah memp imya i kekua tan h u k u m 
tetap sebelum pe lant ikan, calon te rp i l ih tetap d i l an t ik menjadi Kepala 
Desa d a n pada kesempatan per tama B u p a t i memberhent ikan yang 
bersangkutan da r i j aba tannya sebagai Kepala Desa d a n mengangkat 
Pegawai Negeri S ip i l da r i Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat 
Kepala Desa. 

(5) Calon kepala Desa t e rp i l ih sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (4) yang t idak had i r pada saat pe lant ikan diangggap 
m e n g u n d u r k a n d i r i kecual i dengan alasan yang dapat d ibenarkan. 

(6) Pelaksanaan ke tentuan kesempatan per tama sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pa l ing lambat 14 (empat belas) h a r i 
t e rh i tung sejak tanggal pe lant ikan. 

(7) Penjabat kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (4) melaksanakan 
tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan d i l an t iknya Kepala Desa 
has i l pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u me la lu i musyawarah Desa. 

6. Ketentuan'Pasal 5 1 ayat (2), (3), d a n ayat (4) d i u b a h dan d i t ambah satu ayat 
y a i t u ayat (6), selengkapnya berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 51 

(1) Kepala Desa berhent i karena: 
a. meninggal dun i a ; 
b . pe rmintaan sendir i ; a t au 
c. d iberhent ikan. 

(2) Kepala Desa d iberhent ikan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c 
karena; 

a. berakhir masa jabatannya ; 
b. t i dak dapat melaksanakan tugas secara berke lanjutan a t au 

berhalangan tetap secara b e r t u r u t - t u r u t selama 6 (enam) bu l an 
karena mender i ta sak i t yang mengak ibatkan ba ik f ls ik m a u p u n 
menta l , t i dak berfungsi secara n o r m a l yang d i b u k t i k a n dengan 
sura t keterangan dokter yang berwenang dan/a tau t idak d ike tahu i 
keberadaannya; 

c. t idak lagi memenuh i syarat sebagai ca lon kepala Desa; 
d . melanggar larangan sebagai kepala Desa; 
e. adanya perubahan status Desa menjadi ke lurahan , penggabungan 2 

(dua) Desa a t au leb ih menjad i 1 (satu) Desa b a r u , a t au 
penghapusan Desa; 

f. t i dak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau 
g. d i te tapkan sebagai terp idana daleim t i ndak p idana korups i , 

terorisme, makar dan/a tau t i ndak p idana terhadap keamanan 
Negara. 

(3) Apabi la kepala Desa berhent i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Badan 
Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupa t i me la lu i Camat. 

(4) Laporan p i m p i n a n Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupa t i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) memua t mater i kasus yang d ia lami 
oleh Kepala Desa yang bersangkutan. 

(5) Atas laporan p i m p i n a n Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (4) B u p a t i me l akukan ka j ian u n t u k proses 
selanjutnya. 

(6) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengkajian sebagaimana 
d imaksud pada ayat (5) d i a tu r l eb ih l an ju t dengan pera turan bupa t i . 



7. Ketentuan Pasal 56 d ihapus . 

8. D iantara Pasal 56 d a n Pasal 57 d i t ambah 5 (lima) Pasal b a r u y a i t u Pasal 
56.A, Pasal 56.B. , Pasal 56.C, Pasal 56.D, dan Pasal 56,E, yang 
selengkapnya be rbuny i sebagad ber ikut : 

Pasal 56A 

(1) Kepala Desa yang berhent i dan/a tau d iberhent ikan dengan sisa masa 
j aba tan leb ih da r i sa tu t a h u n , B u p a t i mengangkat PNS dar i 
pemer intah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai 
dengan d i te tapkan kepala Desa antar w a k t u has i l musyawarah Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) d i l aksanakan 
pal ing l ama 6 (enam) b u l a n sejak kepala Desa d iberhent ikan. 

(3) Masa j aba tan kepala Desa yang d i te tapkan me la lu i musyawarah Desa 
t e rh i t img sejak tanggal pe lant ikan sampai dengan habis sisa masa 
j aba tan kepala Desa yang d iberhent ikan. 

Pasal 56B 

(1) BPD membentuk pan i t i a pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u . 
(2) Pembentukan pan i t ia pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan keputusan 
p i m p i n a n BPD. 

(3) Panit ia pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u te rd i r i atas perangkat Desa 
dan u n s u r masyarakat. 

(4) Panit ia pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u sebagaimana d imaksud 
ayat (3), j u m l a h n y a disesuaikan dengan beban tugas d a n kemampuan 
anggaran pendapatan belanja Desa. 

(5) Panit ia pemi l ihan kepala Desa an ta r w a k t u sebagaimana d imaksud 
ayat (4) bertanggungjawab kepada p imp inan BPD. 

Pasal 5 6 C 

(1) Panit ia pemi l ihan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 56B ayat (3) 
me lakukan penjar ingan dan penyar ingan baka l calon kepala Desa 
antar w a k t u . 

(2) Penyaringan baka l calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa 
d i te tapkan pa l ing sedikit 2 (dua) orang calon dan pal ing banyak 3 
(tiga) orang calon. 

(3) Da lam h a l j u m l a h calon sebagaimana d imaksud pada ayat (2) yang 
memenuh i persyaratan leb ih da r i 3 (tiga) orang, pan i t ia melalcukan 
seleksi tambahan. 

(4) Seleksi t ambahan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) t e rd i r i atas: 
a. memi l i k i pengalaman mengenai pemer intahan Desa; 
b. t ingkat pend id ikan; dan/atau ; 
c. persyaratan la in yang d i te tapkan bupa t i . 

(5) Da lam h a l calon yang memenuh i persyaratan k u r a n g da r i 2 (dua) 
orang, pan i t ia pemi l ihan memperpanjang w a k t u pendaftaran selama 7 
(tujuh) ha r i . 

(6) DaJam h a l calon yang memenuh i persyaratan tetap k u r a n g dar i 2 
(dua) orang setelah perpanjangan w a k t u sebagaimana d imaksud pada 
ayat (5), BPD m e m m d a pelaksanaan musyawarah Desa pemi l ihan 
kepala Desa sampai dengan w a k t u yang d i te tapkan oleh BPD, 



(7) Ketentuan mengenai persyaratan l a in sebagaimana d imaksud pada 
ayat (4) h u r u f c d i a tu r l eb ih l an ju t da lam Peraturan Bupa t i . 

Pasal 56D 

(1) Pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u d i laksanakan me la lu i tahapan: 

a. persiapan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pelaporan, 

(2) Tahapan persiapan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
me l ipu t i : 
a. pembentukan pan i t ia pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u oleh 

BPD pa l ing lama da lam j angka w a k t u 15 ( l ima belas) h a r i 
t e rh i tung sejak kepala Desa d iberhent ikan; 

b. pengajuan biaya pemi l ihan dengan bebsin Anggaran Pendapatan 
d a n Belanja Desa oleh pan i t ia pemi l ihan kepada penjabat kepala 
Desa pa l ing lama da lam j angka w a k t u 30 (tiga pu luh ) h a r i 
t e rh i tung sejak pan i t i a te rbentuk; 

c. pember ian persetujuan biaya pemi l ihan oleh penjabat kepala 
Desa pa l ing lama da lam j angka w a k t u 30 (tiga pu luh ) h a r i 
t e rh i tung sejak d ia jukan oleh pan i t i a pemi l ihan; 

d . p engumuman d a n pendaftaran baka l calon kepala Desa oleh 
pan i t ia pemi l ihan da lam j angka w a k t u 15 ( l ima belas) Har i ; 

e. penel i t ian kelengkapan persyaratan adminis t ras i baka l calon 
oleh pan i t i a pemi l ihan da lam j angka w a k t u 7 ( tujuh) ha r i ; dan 

f. penetapan calon kepala Desa antar w a k t u oleh pan i t ia pemi l ihan 
pa l ing sediki t 2 (dua) orang calon d a n pal ing banyak 3 (tiga) 
orang calon yang d i m i n t a k a n pengesahan musyawarah Desa 
u n t u k d i te tapkan sebagai calon yang berhak d ip i l i h da lam 
musyawarah Desa. 

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
me l ipu t i : 

a. penyelenggaraan musyawarah Desa d i p i m p i n oleh Ketua BPD 
yang teknis pelaksanaan pemi l ihannya d i l akukan oleh pan i t i a 
pemi l ihan; 

b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak d ip i l i h oleh 
musyawarah Desa me la lu i musyawarah mufaka t a tau me la lu i 
pemungutan suara; 

c. pelaksanaan pemi l ihan calon kepala Desa oleh pan i t ia pemi l ihan 
dan peserta musyawarah Desa me la lu i mekanisme musyawarah 
mufaka t a t au me la lu i pemungutan suara yang te lah disepakat i 
oleh musyawarah Desa; 

d . pelaporan has i l pemi l ihan calon kepala Desa oleh pan i t ia 
pemi l ihan kepada musyawarah Desa; dan 

e. pengesahan calon te rp i l ih oleh musyawarah Desa. 

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f 
c me l ibatkan u n s u r masyarakat . 



(5) U n s u r masyarakat sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (4) berasal da r i 
perwak i lan a t au ke lompok yang ada d i desa, antara l a in : 

a. t okoh agama; 
b. tokoh masyarakat; 
c. t okoh pendid ikan; 
d . perwaki lan ke lompok t a n i ; 
e. perwaki lan ke lompok nelayan; 
f. perwak i lan ke lompok peraj in; 
g. perwaki lan ke lompok perempuan; dan/atau 
h . u n s u r masyarakat l a in sesuai dengan kond i s i sosial budaya 

masyarsikat setempat. 

(6) Unsur masyarakat sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (5) h u r u f h 
d iwak i l i pa l ing banyak 5 (lima) orang dar i setiap d u s u n . 

(7) J u m l a h d a n daftar n a m a peserta musyawarah Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (4) d a n ayat (5) dibahas dan disepakati bersama 
BPD d a n pemer intah Desa dengan memperhat ikan j u m l a h p enduduk 
yang mempunya i h a k p i l i h d i Desa yang d i te tapkan dengan keputusan 
BPD. 

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c 
me l ipu t i : 

a. pelaporan has i l pemi l ihan kepala Desa me la lu i musyawarah 
Desa kepada BPD da lam j angka w a k t u 7 ( tujuh) h a r i setelah 
musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa te rp i l ih ; 

b . pelaporan calon kepala Desa te rp i l ih has i l musyawarah Desa 
oleh ke tua BPD kepada b u p a t i pa l ing lambat 7 (tujuh) h a r i 
setelah mener ima laporan dar i pan i t i a pemi l ihan ; 

c. penerbi tan keputusan b u p a t i tentang pengesahan pengangkatan 
calon kepala Desa t e rp i l ih pa l ing lambat 30 (tiga pu luh ) h a r i 
sejak d i ter imanya laporan dar i BPD; d a n 

d . pe lant ikan kepala Desa oleh b u p a t i pa l ing l ama 30 (tiga pu luh ) 
h a r i sejak d i t e rb i tkan keputusan pengesahan pengangkatan 
calon kepala Desa t e rp i l ih dengan u r u t a n acara pe lant ikan 
sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(9) Tahapan pelaksanaan pemi l ihan kepala Desa antar w a k t u 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), ayat (3), d a n ayat (4) dapat 
dipers ingkat dengan memper t imbangkan efisiensi d a n efektifitas yang 
pelaksanaannya d i te tapkan da lam Peraturan Bupa t i . 

(10) Ketentuan mengenai perwaki lan da r i u n s u r masyarakat l a in 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (5) d i a tu r l eb ih l a n j u t da lam 
Peraturan B u p a t i 

Pasal 5 6 E 

(1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa te rp i l ih has i l 
musyawarah Desa kepada Bupa t i . 

(2) B u p a t i mengesahkan calon kepala Desa te rp i l ih sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupa t i . 



(3) B u p a t i waj ib me lant ik calon kepala Desa t e rp i l ih sesuai dengan 
ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

9 . D i antara BAB X I I dan BAB X I I I d is i s ipkan 2 (dua) BAB b a r u y a k n i BAB XIIA 
dan BAB XI IB serta 2 (dua) Pasal b a m y a k n i Pasal 61A dan 61B 
selengkapnya berbuny i sebagai be r ikut : 

BAB X I I A 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasa l 61A 

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran pera turan daerah i n i , d i l akukan oleh 
penjddik pegawai negeri s ip i l daerah. 

(2) Wewenang peny id ik sebagai mana d imaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Mener ima laporan a t au pengaduan da r i seseorang mengenai adanya 

t i ndak pidana; 
b. Me lakukan t indakan per tama dan pemeriksaan d i tempat kejadian; 
c. M e n y u m h berhent i seseorang d a n memeriksa tanda pengenal d i r i 

tersangka; 
d . Me lakukan penyitaan benda a t au surat ; 
e. Mengambi l s id ik j a r i dan memotret seseorang; 
f. Memanggi l orang u n t u k d i dengar dan diper iksa sebagai tersangka a t a u 

saksi ; 
g. Mendatangkan ah l i yang d ipe r lukan da lam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h . Mengadakan penghentian peny id ikan setelah mendapatkan pe tun juk 

da r i peny id ik POLRI bahwa t i dak terdapat c u k u p b u k t i a t au per ist iwa 
tersebut b u k a n m e m p a k a n t indak p idana dan selanjutnya me la lu i 
peny id ik member i t ahukan h a l tersebut kepada p e n u n t u t u m u m , 
tersangka, a t au keluarganya; dan 

i . Mengadakan t indakan Isdn m e n u m t h u k u m yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1), member i tahukan 
d imula inya peny id ikannya kepada p e n u n t u t u m u m sesuai pera turan 
perundang-undangan. 

BAB X I I B 
SANKSI PIDANA 

Pasal 61B 

(1) Calon kepala desa yang melanggar ke tentuan Pasal 24 ayat (3) 
d ip idana dengan p idana k u r u n g a n pa l ing lama 3 (tiga) b u l a n a t au 
p idana denda pa l ing banyak Rp, 50.000.000,00 ( l ima p u l u h j u t a 
mp iah ) . 

(2) Calon kepala desa t e rp i l ih yang melanggar ke tentuan Pasal 43 ayat (4) 
d ip idana dengan p idana k u r u n g a n pa l ing l ama 3 (tiga) b u l a n a t au 
p idana denda pal ing banyak Rp. 50.000.000,00 ( l ima p u l u h j u t a 
mp iah ) . 



(3) T indak p idana sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d a n ayat (2) 
adalah pelanggaran. 

(4) Denda sebagaimana sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan pener imaan negara. 

Pasal 11 

Peraturan Daerah i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 2 - 8 - 2018 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan d i Pac i tan 
Pada tanggal 2 Agustus 2 0 1 8 

S E K R B T A R I S D A E R A H 
KABUPATEN PAdlTAN 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195910171985031015 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

I . PENJELASAN UMUM 
Sebagai t i ndak l an ju t d i te tapkannya Peraturan Menter i Da lam Negeri 

Nomor 65 T a h u n 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter i Da lam 
Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang Pemil ihan Kepala Desa, sebagai t i ndak 
l an ju t atas Putusan M a h k a m a h Konst i tus i da lam perkara Nomor 128/PUU-
XI I I/2015, yang menyhatakan bahwa ke ten tuan Pasal 33 h u r u f g Undang-
Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa d inyatakan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia T a h i m 1945 dein t idak 
mempunya i kekuatan h u k u m mengikat s e h i n ^ a ber impl ikas i h u k u m da lam 
penyelenggaraan pemi l ihan, m a k a pe r lu d i l a k u k a n perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 Tentang Pemil ihan Kepala Desa. 

I I . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

P a s a l l 
Pasal 1 

C u k u p je las 

Pasal 6 
Ayat (1) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (2) 
C u k u p je las 
Ayat (3) 
C u k u p je las 
Ayat (4) 
C u k u p je las 

Pasal 24 
Ayat (1) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (2) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (3) 
Yang d imaksud dengan mengundurkan d i r i adalah pengunduran calon 
kepala desa m u l a i da r i penetapan calon kepala desa sampai dengan 
penetapan calon kepala desa te rp i l ih . 
Ayat (4) 
C u k u p j e l a s 

Pasal 43 
Ayat (1) 
C u k u p jelas 
Ayat (2) 



C u k u p je las 
Ayat (3) 
C u k u p j e l a s 
Ayat(4) 
Yang d imaksud dengan m e n g u n d u r k a n d i r i adalah pengunduran calon 
kepala desa te rp i l ih m u l a i da r i penetapan calon kepala desa te rp i l ih 
sampai dengan pe lant ikan kepala desa. 

Pasal 49 .A 
A y a t ( l ) 
Yang d imaksud dengan berhalangan tetap adalah mender i ta sak i t yang 
mengaikibatkan ba ik f is ik m a u p i m menta l , t i dak berfungsi secara no rma l 
yang d i b u k t i k a n dengan sura t keterangan dokter r u m a h saki t 
pemer intah dan/atau t idak d ike tahu i keberadaannya; 
Ayat (2) 
C u k u p je las 

Pasal 49.B 
A y a t ( l ) 
Yang d imaksud dengan d iancam pidana penjara pa l ing , s ingkat 5 (lima) 
t a h u n adalah t i ndak p idana yang ancaman p idananya berupa penjara 
selama 5 (lima) t a h u n a tau leb ih. 
Ayat (2) 
Cukup j e l a s 
Ayat (3) 
Yang d imaksud dengan d iancam p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) 
t a h u n adalah t i ndak p idana yang ancaman pidananya berupa penjeira 
selama 5 (lima) t a h u n a tau leb ih. 
Ayat (4) 
Yang d imaksud dengan d iancam p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) 
t a h u n adalah t i ndak p idana yang ancaman p idananya berupa penjara 
selama 5 (lima) t a h u n a t au leb ih. 
Ayat (5) 
alasan y a n g dapat d ibenarkan d i b u k t i k a n dengan sura t i j in a tau 
pember i tahuan tertuHs da r i calon kepala desa te rp i l ih kepada bupa t i . 
Ayat (6) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (7) 
C u k u p j e l a s 

Pasal 51 
Ayat (1) 
C u k u p jelas 
Ayat (2) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (3) 
C u k u p je las 
Ayat (4) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (5) 
C u k u p je las 

Pasal 55 
Ayat (1) 
C u k u p jelas 
Ayat (2) 



C u k u p je las 
Ayat (3) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (4) 
C u k u p je las 
Ayat (5) 
C u k u p je las 

Pasal 56A 
Ayat (1) 
C u k u p je las 
Ayat (2) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (3) 
C u k u p je las 

Pasal 56B 
Ayat (1) 
C u k u p je las 
Ayat (2) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (3) 
C u k u p je las 
Ayat (4) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (5) 
C u k u p je las 

Pasal 56C 
Ayat (1) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (2) 
C u k u p je las 
Ayat (3) 
C u k u p je las 
Ayat (4) 
C u k u p je las 
Ayat (5) 
C u k u p je las 
Ayat (6) 
C u k u p je las 

Pasal 56D 
Ayat (1) 
C u k u p je las 
Ayat (2) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (3) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (4) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (5) 
C u k u p je las 
Ayat (6) 
C u k u p je las 
Ayat (7) 



C u k u p j e l a s 
Ayat (8) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (9) 
C u k u p je las 

Pasal 56E 
Ayat (1) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (2) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (3) 
C u k u p je las 

Pasal 61A 
Ayat (1) 
Cukup j e l a s 
Ayat (2) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (3) 
C u k u p j e l a s 
Ayat (4) 
C u k u p je las 

Pasal I I 
C u k u p je las 
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